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Abstrak

Penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan menjadi 2 (dua) level saja dan
kemudian mengalihkannya pada jabatan fungsional dan menghargai keahlian dan
kompetensi merupakan kebijakan yang diambil oleh Presiden RI dalam rangka
pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan profesionalime dan kualitas
pelayanan publik. Penerapan kebijakan konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional
bidang kearsipan di Kementerian Sekretariat Negara memberikan beberapa efek terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengen pendekatan kualitatif yang dilakukan di Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan
Kementerian Sekretariat Negara. Sumber data diambil dari hasil wawancara dengan key
informan dan informan, hasil observasi lapangan, dan beberapa dokumen peraturan
perundang-undangan terkait. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan
George Erdward III dan analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh beberapa faktor
pendukung implementasi kebijakan konversi jabatan yaitu bahwa kebijakan dimaksud
merupakan kebijakan yang berasal dari top management ke bottom management,
Arsiparis Ahli Madya dan Arsiparis Ahli Muda hasil konversi jabatan tidak mengalami
penurunan takehome pay, usia pensiun Arsiparis Ahli Madya bertambah Panjang.
Sementara faktor pengahambat implementasi kebijakan konversi jabatan adalah terjadinya
miskomunikasi antara pimpinan dengan pokja kearsipan, pelaksanaan tusi kearsipan tidak
efektif karena rentang kendali dan kontrol yang terlalu jauh, hilangnya kewenangan dari
pejabat struktural yang dikonversi ke jabatan fungsional membuat banyak pejabat
fungsional yang ingin kembali menjadi pejabat struktural. Solusi yang ditawarkan yaitu
mengadakan diklat atau seminar, menyusun SOP terkait proses bisnis yang baru sesuai
dengan fungsional, melakukan sosialisasi dan melaksanakan PermenpanRB nomor 1 tahun
2023 tentang Jabatan Fungsional.

Kata kunci: Konversi jabatan, Jabatan struktural, Jabatan Fungsional, Arsiparis

Abstract

Simplification of the government organizational structure into 2 (two) levels only and then
transferring it to functional positions and valuing expertise and competence is a policy taken by the
President of the Republic of Indonesia in the context of implementing bureaucratic reform in order
to improve the professionalism and quality of public services. The implementation of the policy of
converting structural positions to functional positions in the field of archives at the Ministry of State
Secretariat has several effects on the implementation of archival tasks and functions. This research
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uses a descriptive method with a qualitative approach conducted at the Bureau of Administration
and Presidential Archives of the Ministry of State Secretariat. Data sources were taken from
interviews with key informants and informants, the results of field observations, and several related
laws and regulations documents. This research uses George Erdward III's policy implementation
theory and SWOT analysis. The results of the research obtained several supporting factors for the
implementation of the position conversion policy, namely that the policy in question is a policy that
comes from top management to bottom management, the Associate Expert Archivist and Junior
Expert Archivist resulting from the conversion of positions do not experience a decrease in takehome
pay, the retirement age of the Associate Expert Archivist is increasing in length. While the inhibiting
factors for the implementation of the position conversion policy are the miscommunication between
the leadership and the archiving working group, the implementation of archiving tasks is not effective
because of the range of control.

Keywords: Job conversion, Structural Position, Functional Position, Archivist

A.Pendahuluan

Reformasi birokrasi di Indonesia pada dasarnya meliputi dua hal pokok, yaitu
perlunya perubahan dalam kinerja birokrasi, berupa peningkatan profesionalisme dan
kualitas pelayanan publik serta dihapuskannya praktik-praktik penyelewengan birokrasi
yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang dipandang sebagai sesuatu yang
sudah terlalu parah terjadi di lingkungan birokrasi. Hal tersebut bahkan dianggap telah
menjadi budaya dalam lingkungan birokrasi.

Berbicara mengenai konsep organisasi pemerintahan tentunya tidak lepas dari
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak roda birokrasi (Hahury, 2021) yang
mempunyai peran sesuai dengan tupoksi di bidang kerja masing-masing. Sebagaimana
diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada
Bab I Pasal 1 angka 1 sampai dengan 3, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada
Pidato Penatikan tanggal 20 Oktober 2019, memberikan arahan berkaitan dengan
pemangkasan organisasi pemerintahan di Indonesia melalui penyederhanaan struktur
organisasi pemerintahan menjadi 2 (dua) level saja dan kemudian mengalihkannya pada
jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja 5 (lima) tahun ke
depan Presiden dan Wakil Presiden Rl yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024. Penyederhanaan birokrasi mencakup 2 (dua) hal yaitu penyederhanaan birokrasi
menjadi 2 (dua) level eselon dan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 4.168.118
orang, sebanyak 11% menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) Utama sebanyak 18 orang, JPT Madya sebanyak 579 orang, JPT Pratama
sebanyak 19.281 orang, Jabatan Administrator (Eselon III) sebanyak 99.628 orang, Jabatan
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Pengawas (Eselon IV) sebanyak 321.558 orang dan Eselon V sebanyak 15.308 orang (Buku
Statistik PNS, Badan Kepegawaian Negara, 2020).

Tujuan pengalihan jabatan untuk memindahkan fokus pegawai dari posisi jabatan
administrasi atau yang lebih dikenal dengan jabatan struktural ke posisi jabatan
fungsional. Penghapusan diharapkan dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan dan
sebagai upaya dalam penyederhanaan birokrasi pemerintah. Penyederhanaan birokrasi
bertujuan dalam rangka peningkatan efektivitas pemerintahan serta untuk mempercepat
dalam pengambilan keputusan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

Secara umum tahapan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui identifikasi
jabatan administrasi pada unit kerja, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang
terdampak dari penyederhanaan birokrasi, pemetaan jabatan fungsional yang dapat
diduduki pejabat yang terdampak, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan
tunjangan administrasi, dan terakhir penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas
jabatan administrasi. Lebih lanjut dalam implementasinya, penyederhanaan birokrasi
dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) penyederhanaan struktur organisasi; (2)
penyetaraan jabatan; dan (3) penyesuaian sistem kerja (Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi).

Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut dan dalam rangka menciptakan
birokrasi yang lebih dinamis dan professional, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi
kinerja pelayanan pemerintah kepada public, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) selaku instansi pemerintah tingkat
pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan
aparatur Negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan
Menpan dan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
Ke Dalam Jabatan Fungsional dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menpan
dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional.

Sementara jika dilihat dari sisi pimpinan atau eselon II yang membawahi pejabat
eselon I1I dan eselon IV yang disetarakan menjadi pejabat fungsional arsiparis diantaranya
adalah masih diberikan tugas yang sama dengan pada saat menjadi pejabat structural,
pengendalian pejabat fungsional di bawah pejabat fungsional ahli madya hasil konversi
masih berjenjang tidak langsung dibawah pengendalian eselon II walaupun di dalam
struktur orgainisasi langsung berada di bawah eselon II, tidak ada koordinator untuk
semua kelompok jabatan fungsional tertentu yang ada hanya ketua kelompok kerja (Pokja).

Apabila ditinjau dari sisi organisasi, Kementerian Sekretariat Negara mengalami
perubahan struktur organisasi yang tentunya berdampak juga pada pencapaian visi
organisasi melalui salah satu pelaksanaan misinya yaitu meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara yang sesuai dengan core
values (nilai-nilai dasar) ASN yaitu Ber-AKHLAK. Kualitas sumber daya manusia pejabat
hasil konversi dan peluang karier serta profesionalisme bagi pejabat yang terdampak dari
penerapan kebijakan konversi pejabat struktural ke jabatan fungsional bidang kearsipan di
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Kementerian Sekretariat Negara diselaraskan dengan core values dan pencapaian visi
Kementerian Sekretariat Negara perlu dianalisis.

Birokrasi yang gemuk cenderung boros anggaran dan koruptif, hal ini yang terjadi
dalam sistem birokrasi di Indonesia sehingga struktur kelembagaan pemerintah pusat saat
ini belum dapat dikatakan tepat ukur, banyak kementerian/lembaga melaksanakan tugas
dan fungsi yang tumpang tindih dengan instansi lainnya. Ketidakjelasan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi ini merupakan potret postur kelembagaan yang gemuk dan
dapat menghambat responsibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan global yang bersifat
dinamis. Citra tentang birokrasi di Indonesia dengan struktur organisasi yang sangat besar
serta kompleks sudah menjadi hal umum dan mempengaruhi beberapa aspek dalam
menjalankan proses bisnis sehingga menjadi tidak efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti atau mempelajari
implementasi atau penerapan kebijakan konversi atau penyetaran jabatan struktural ke
jabatan fungsional di bidang kearsipan di Kementerian Sekretariat Negara melalui studi
implementasi kebijakan dimaksud, dengan cara memotret kondisi sebelum kebijakan
konversi muncul, menganalisis faktor-faktor yang mendasari kebijakan dimaksud diambil,
dan memotret implementasi kebijakan tersebut, serta menganalisis faktor-faktor
penghambat dalam implementasi kebijakan dimaksud beserta solusi yang bisa diterapkan
untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan konversi
jabatan struktural ke jabatan fungsional bidang kearsipan dalam mewujudkan visi di
kementerian Sekretariat Negara.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional
bidang kearsipan dalam mewujudkan visi di Kementerian Sekretariat Negara?

2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan konversi
jabatan struktural ke jabatan fungsional bidang kearsipan di Kementerian Sekretariat
Negara?

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi
kebijakan konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional bidang kearsipan di
Kementerian Sekretariat Negara?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi
kebijakan konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional bidang kearsipan di
Kementerian Sekretariat Negara.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana prosedur penelitian
dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada dasarnya landasan teoritisnya
bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian.
Karena itu, pada bagian ini fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis utama sedang yang
lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi yang dijadikan sebagai
dasar tambahan yang melatarbelakangi secara teoritis penelitian kualitatif.
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C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka :

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara dapat diwujudkan melalui salah satu misinya
yaitu melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta
peningkatan kualitas sumber daya aparatur, terkait dengan implementasi kebijakan
konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional bidang kearsipan, para pejabat
fungsional atau Arsiparis hasil konversi perlu ditingkatkan profesionalismenya
dengan cara mengikuti berbagai program Pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan,
komunikasi, dan core values ASN.

2. Faktor pendukung dalam implementasi konversi jabatan structural ke jabatan
fungsional bidang kearsipan di Kementerian Sekretariat Negara adalah bahwa
kebijakan dimaksud berasal dari Top management dalam hal ini Presiden ke Bottom
management, para pejabat fungsional hasil konversi atau Arsiparis Ahli Madya atau
Arsiparis Muda tidak ada yang dirugikan dalam hal penghasilan atau takehome pay
yang diterima tidak mengalami penurunan, kemudia usia pension Arsiparis Ahli
Madya bertambah menjadi 60 tahun.

3. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan konversi jabatan struktural ke
jabatan bidang kearsipan di Kementerian Sekretariat Negara adalah sering terjadi
miskomunikasi antara pimpinan dengan Kelompok Kerja (Pokja) karena tidak ada
filter atau informasi tidak disampaikan secara berjenjang, pelaksanaan tugas dan
fungsi kearsipan tidak efektif karena rentang kendali dan kontrol yang terlalu jauh
(pengawasan teknis dilakukan langsung oleh eselon II), pejabat fungsional hasil
konversi masih melakukan tugasnya yang lama, dan masih kebingungan dalam hal
pelaksanaan tugas kearsipan karena tiba-tiba menjadi arsiparis ahli, serta banyaknya
pejabat fungsional hasil konversi yang ingin kembali menjadi pejabat struktural
karena kehilangan kewenangan atau fungsi manajerial.

4. Solusi mengatasi penghambat dalam implementasi kebijakan konversi jabatan
structural ke jabatan fungsional bidang kearsipan di kementerian Sekretariat Negara
adalah membangun komunikasi yang baik dan sehat di dalam Unit kerja eselon II
yaitu antara pimpinan (eselon II) dengan ketua pokja selaku koordinator teknis
pelaksanaan kegiatan dan dengan anggota pokja.

5. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi kearsipan berjalan efektif maka tugas dan fungsi
kearsipan dilakukan oleh pokja-pokja yang diketua oleh para arsiparis yang
sebelumnya menangani kegiatan kearsipan sementara Arsiparis hasil konversi yang
tidak memiliki ilmu serta pengalaman di bidang kearsipan menjadi anggota pokja
kearsipan. Arahan atau disposisi serta pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi kearsipan dilakukan oleh ketua atau wakil ketua pokja kepada para
anggota pokjanya yang selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan (eselon II).

6. Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana, Hukum,
Reformasi dan Birokasi sebaiknya mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan
konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional karena Kementerian Sekretariat
Negara bukanlah lembaga yang langsung melayani publik melainkan pelayanan
langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan adanya kebijakan konversi
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jabatan struktural ke jabatan fungsional adalah untuk reformasi birokrasi guna
meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik yang selama ini
dianggap bertele-tele dengan rantai birokrasi yang panjang.

7. Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan bersama Kepala Pusat
Pengembangan Kompetensi  Aparatur Sipil Negara (PPKASN) dapat
menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan
beberapa jenis jabatan fungsional dan dikhususkan atau diprioritaskan untuk para
pejabat fungsional hasil konversi, termasuk di dalamnya bidang kearsipan. Jabatan
fungsional merupakan jabatan yang mengutamakan profesionalisme sehingga
idealnya yang menjadi pejabat fungsional adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan
keahlian serta keterampilan di bidangnya.

8. Arsiparis Kementerian Sekretariat Negara untuk terus meningkatkan kompetensi di
bidang kearsipan melalui cara mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, diskusi
ilmiah terkait kearsipan baik secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh kantor guna
meningkatkan profesionalisme di bidang kearsipan.

D. Kesimpulan

1. Visi Kementerian Sekretariat Negara dapat diwujudkan melalui salah satu misinya
yaitu melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih
serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

2. Faktor pendukung dalam implementasi konversi jabatan structural ke jabatan
fungsional bidang kearsipan di Kementerian Sekretariat Negara adalah bahwa
kebijakan berasal dari Top management dalam hal ini Presiden ke Bottom management.

3. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan konversi jabatan struktural ke
jabatan bidang kearsipan di Kementerian Sekretariat Negara adalah sering terjadi
miskomunikasi antara pimpinan dengan Kelompok Kerja (Pokja) karena tidak ada
filter atau informasi tidak disampaikan secara berjenjang, pelaksanaan tugas dan
fungsi kearsipan tidak efektif karena rentang kendali dan kontrol yang terlalu jauh.

4. Solusi mengatasi penghambat dalam implementasi kebijakan konversi jabatan
structural ke jabatan fungsional bidang kearsipan di kementerian Sekretariat
Negara adalah membangun komunikasi yang baik dan sehat di dalam Unit kerja
eselon II yaitu antara pimpinan (eselon II) dengan ketua pokja selaku koordinator
teknis pelaksanaan kegiatan dan dengan anggota pokja.

5. Para arsiparis hasil konversi diberikan kewenangan dan tanggung j: » untuk
mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan kearsipan di dalam pokja seperti
halnya memberikan arahan teknis dan pengawasan serta pelaporan secara
berjenjang di dalam pokja.
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